BAB II
PEMBATALAN PERKAWINAN DI INDONESIA MENURUT

HUKUM ISLAM

A. Definisi Perkawinan

1. Menurut Figih

Istilah lain dari perkawinan ialah pernikahan. Istilah perkawinan lebih
sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi,
istilah tersebut yang digunakan dalam pembahasan ini ialah pernikahan
karena istilah tersebut merupakan istilah hasil adopsi dari bahasa Arab.

Menurut etimologi, pemikahan'berasal dari kata:
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Sedangkan menurut terminologi ialah:
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“Pernikahan ialah suatu akad yang mengandung pcmbo]eban Jjima’
(bersetubuh) dengan mengucapkan lafadz nikah atau tazwij’®

! Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu’in bil Syarhi Qurratil “Ain (Surabaya Nurul Huda,
2000), 97.
? Ibid.,98.
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Definisi di atas mengandung implikasi dibolehkan atau dihalalkannya
bersetubuh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pada
awalnya haram untuk melakukan hal tersebut. Dihalalkannya bersetubuh
dalam definisi diatas ialah apabila telah terjadi akad atau perjanjian yang
mengandung sakralitas dengan menggunakan kata nikah atau fazwyj.

Sedangkan akad merupakan perjanjian antara mempelai pria dengan
wali dari pihak wanita dalam hal serah terima tanggung jawab. Serah terima
tanggung jawab yang dimaksud ialah penyerahan tanggung jawab dari wali
mempelai wanita kepada mempelai pria.

2. Hukum Perkawinan

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan ialah sunnah,
sedangkan golongan Dzohiri mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu hal
yang wajib, sebagaimana pendapat ulama Muta’akhiriin yang mengatakan
bahwa pekawinan ialah wajib, tetapi hanya bagi sebagian orang sunnah bagi

sebagian yang lain, dan mubah bagi sebagian yang lain lagi.?

55 152 g Le—’“ 3 Gyl r§-~ s 53 Gl of 6T 3

(YY) L’)Jg‘: (a).d oY J: < ut )y
Artinya :
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

3 Muhammad bin Ahmad, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, (Jilid II, Juz IT; Bairut Darul
kutub Al Ilmiyah, 1988), 2



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
berfikir.

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

berubah sesuai situasi dan kondisi tertentu.

Namun, hukum itu bisa

Dengan demikian ada beberapa pembagian hukum perkawinan, yaitu sebagai

berikut:
a. Wajib

Menikah hukumnya wajib bagi
an itu akan terpelihara dari perbuatan zina.

orang yang mampu mewujudkan

sarananya, Yang deng
Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang

kah. Jadi, perkawinan merupakan sarana

terbaik adalah dengan meni

memelihara diri dari maksiat.*

b. Sunnah

ah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu menikah

u mengendalikan diri dari perbuatan

Menik

dan kuat nafsunya, tetapi masih mamp

haram. Dalam kondisi seperti ini, perkawinan leb

ih baik daripada

membujang karena membujang (tabattul) tidak dibenarkan dalam Islam.’
c. Haram

Menikah haram hukumnya bagi orang

eri nafkah, baik nafkah lahir maupui

yang tidak menginginkannya

karena tidak mampu memb nafkah

ada isterinya kelak, serta nafsunya tidak mendesak, atau dia

batin kep

bina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-

4 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan Mem
2000), 28.

sunnah, (Cet. I,J akarta: Akademika Pressindo,
5 Ibid., 31.
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mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah, ia akan keluar dari agama
Islam.®
d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi orang yang lemah syahwat

dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya.’
e. Mubah,

Ulama-ulama Islam berdasarkan ketetapannya mengatakan bahwa
sesuatu itu asalnya boleh®. Adapun menikah bagi laki-laki yang tidak
terdesak alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah, maka
hukumnya boleh (mubah).’

3. Wanita Yang Haram untuk di Nikahi

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-
pasangan, seperti manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Istilah “menikah™ disandangkan kepada kaum laki-laki, sedangkan istilah
dinikahi disandangkan kepada kaum perempuan. Sebagaimana yang

terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221:'°

,f, TS RTEaY °¢ 2 (-
'”ﬂ ' > > g3 . v "
;J u‘:J-P' u‘)‘ ..\...a.]" '}:40}: U&{J"";-“ |)>-§...a Y

——— Figh Munakahat 1 (Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 35.
7 Ibid., 36.
8 Imam Ghazali, Benang Tipis antara Halal dan Haram ( Cet. I; Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 12.
- Figh Munkahat 1 (Cet 1; Bandung: CV Pustka Setia. 1999),30.
' Departemen Agama RI, 4/-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang, Toha Putra, 2003), 27.
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Artinya :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik
dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah
kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita
mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin
lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan
dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Sesuai dengan sunnatullah bahwa seorang laki-laki dipasangkan
dengan seorang perempuan, maka seorang laki-laki boleh memilih pasangan
hidupnya. Namun, Allah SWT memberikan batasan dalam hal memilih
pasangan hidup. Semua wanita yang telah disediakan oleh Allah SWT itu
boleh dinikahi kecuali wanita-wanita tertentu atau haram untuk dinikahi.
Abhmad bin Umar ad-Dairabi membagi golongan wanita yang tidak dapat
dinikahi menjadi dua golongan, yaitu wanita yang tidak dapat dinikahi
selamanya dan wanita yang tidak dapat dinikahi sementara waktu.'!

a. Golongan Wanita yang tidak dapat dinikahi Selamanya
Adapun maksud dari wanita yang tidak dapat dinikahi selamanya
ialah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita-wanita yang

haram dinikahi terbagi menjadi tiga golongan sebagai berikut: Wanita

"' Ahmad bin Umar ad-Dairabi, al- Ahkam al-Zawaj ‘ala al-Madzahib Arba’ah ( Cet. 1; Beirut Darul
Kutub Iimiyah, 1986), 15.
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yang haram karena hubungan nasab. Nasab ialah kerabat dekat yang
haram dinikahi dan merupakan salah satu penghalang nikah yang bersifat
selamanya (z1u’abbad).””

Mereka itu ialah: Ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas, Anak
perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya sampai ke bawah, Saudara
perempuan, Bibi dari ayah dan bibi dari ibu, Anak perempuan saudara
laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan (keponakan perempuan)

dan anak-anak perempuannya anak laki-laki dan perempuan sampai ke
bawah (cucu perempuan dari saudara).l3 Allah menjelaskan hal tersebut

dalam Al-Qur'an sebagai berikut:'* Wanita yang haram karena
sepersusuan.

Diharamkannnya wanita karena sepersusuan sama dengan
diharamkanya wanita untuk dinikahi karena garis keturunan (hubungan
nasab). Wanita yang diharamkan karena semenda (mushaharah).
Moushaharah yaitu kekerabatan yang disebabkan perkawinan yang terdiri
dari: Ibu mertua, Diharamkannya ibu mertua karena adanya akad
perkawinan. Dengan demikian, maka dia haram dinikahi meskipun telah
bercerai dengan isetri. [bu mertua, termasuk di dalamnya nenek dari isteri

dan ibu dari ayah isteri hingga ke atas karena mereka digolongkan dalam

2 1bid, 10.

13 1.
Ibid., 15-18.
14 Departemen Agama Rl, 4l-Qur’'an Al- Karim dan Terjemahnya, (Semarang, Toha Putra, 2003), 64.
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ibu-ibu isteri. Isterinya ayah (ibu tiri) Isteri ayah haram dikawini atas
dasar terjadinya akad meskipun tidak disetubuhi. Jika terjadi akad , baik

sudah disetubuhi atau belum disebut dengan “isteri ayah”, Anak isteri
(anak tiri) ke bawah.

Anak tiri yang dibawa dari isteri haram dinikahi karena telah
menyetubuhi ibunya. Artinya, jika seorang pria dengan seorang wanita
baru terikat dengan hanya semata-mata akad (belum terjadi
persetubuhan), maka mengawini anak perempuan isterinya adalah tidak
haram.'® Isteri anak (menantu perempuan)'®
Golongan wanita yang tidak dapat dinikahi dalam waktu sementara yang
terdiri dari dua macam, yaitu:

Diharamkan menikah karena mengumpulkan dua wanita yang
bersaudara dan seorang wanita bersama bibinya, baik bibi dari ayah
maupun dari ibu.!” Larangan sementara di sini berubah segera setelah
isterinya meninggal, lalu ia dapat mengawini saudara perempuan dari
isterinya yang telah wafat tersebut. Begitu pula larangan yang berlaku
atas orang seorang bibi terhadap keponakan perempuannya. Diharamkan

menikahi wanita (rujuk) bagi laki-laki yang telah mentalaknya tiga kali

1S Dahlan Idhamy, Azas-azas Figh Munakahat Hukum Keluarga Islam ( Surabaya: al-lIkhlas, 2005),

23.

1 al- Ahkam al-Zawaj ‘ala al-Madzahib Arba’ah ( Cet. 1; Beirut Darul Kutub Ilmiyah, 1986),

20-30.
7 1bid, 42.
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sebelum dinikahi laki-laki lain, dikumpuli, dan kemudian diceraikannya.
Jadi, larangan menikah karena sebab ini hanya bersifat sementara sampai
batasan tersebut.'®

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, akad yang
sangat kuat atai@ mitsqon gholidh untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah."

Masalah perkawinan dalam Al-Qur’an ditegaskan tidak hanya dalam
bentuk garis-garis besar saja, seperti halnya perintah agama melainkan
diterangkan secara tafsili/terperinci’®. Pokok-pokok hukum perkawinan
dalam Al-Qur’an diterangkan lebih dari 8 surat, adapun inti hukum
perkawinan dicantumkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 221-237
mengenai perkawinan, perceraian dan hubungan kerabat karena susuan.

Terdapat beberapa pengertian terkait dengan istilah perkawinan.
Bermacam-macam pendapat dikemukakan oleh ahli di bidang hukum
perkawinan. Perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah
memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu
pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak

perumus mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan

'® Ibid, 48.

Y Undang-undang Perkawinan No. | Tahun 1974,

2 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam, (Bina Aksara, Jakarta 1990) , 45
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" dalam perumusan pengertian perkawinan itu disatu pihak, sedang di pihak
lain dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian
perkawinan itu.

Pada bagian ini, penulis akan mengemukakan pengertian perkawinan
sebagai acuan teori penelitian yang akan dilaksanakan:

a. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk
keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”.

b. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafadz inkah
yang bermakna fazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk
bersenang-senang®.

c. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung
kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata
nikah atau fazwij.

d. Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir
dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami
dan isteri dalam rangka memperoleh keturunan kebahagian hidup dan

membangun keluarga dalam sinaran Ilahi*

z Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargan Indonesia,( Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986) , 47
2 Abdurrahman Al-Jaziri, ‘4la Mazahib al-Arbah, (Dar: Thya al-Turas al-Arabi, 1986), 3

B Amiur Nuruddin dn Azhar Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, (Kencana, 2004), 42
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Wirjono Prodjodikoro berpendapat perkawinan adalah hidup bersama
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat
yang termasuk dalam peraturan #

a. Menurut Undang-undang Perkawinan

Tata tertib dan kaidah-kaidah ini pula yang telah dirumuskan dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalam
Pasal 1 memberikan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa®.

Dari rumusan tersebut diatas jelas bahwa arti perkawinan adalah
“jkatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami
isteri”. Dalam perkataan lahir bathin itu dimaksudkan bahwa hubungan isteri
tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna
seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami-isteri dalam ikatan
formal, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan
bathin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. suatu undang-undang yang disebut
Undang-undang Pokok Perkwinan.

Undang- undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan

dilarang antara dua orang yang: berhubungan darah dalam garis keturunan

% Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 3
5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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lurus ke bawah maupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan
menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua
dan antara seorang dengan saudara nencknya, berhubungan semenda, yaitu
mertua, anak tiri, menantu dan ibuwbapak tiri, berhubungan susuan, yaitu
orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan,
berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari

isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

B. Persyaratan Perkawinan
1. Menurut Figih

Syarat dan rukun merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Suatu rukun tidak dapat dikatakan sebagai rukun jika tidak memenuhi
syarat. Berikut adalah

Syarat dan rukun perkawinan: Calon isteri, syarat-syaratnya ialah
Wanita yang dinikahi tidak sedang menjalani iddah dari suaminya, Wanita
yang dinikahi bukan mahram, Wanita yang dinikahi beragama Islam,

Calon suami, syarat-syaratnya ialah adanya kejelasan, yaitu tidak
boleh seorang wali menikahkan seorang putrinya dengan laki-laki yang
belum ditentukan secara pasti. Misalnya wali mengucapkan, “Saya nikahkan
anak saya dengan salah satu dari kalian berdua, antara calon suami dan calon

isteri bukan mahram.
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Wali, syérat-syaratnya ialah adil, seorang wali bukan orang fasiq,
Merdeka, Mukallaf.

Dua orang saksi, syarat-syaratnya ialah, merdeka, Laki-laki
sempurna, Adil, Mukallaf, Mendengar (tidak tuli), Dapat berbicara (tidak
bisu), Melihat, Shighat (ijab dan kabul).2

Menurut Dahlan Idhamy syarat-syarat ijab kabul ialah sebagai
berikut:>’ Antara pihak-pihak yang melaksanakan ijab dan kabul adalah
orang yang sudah dewasa (alliyah), tidak gila atau hal-hal lain yang
menghalangi ahliyah (kecakapan bertindak menurut hukum), Ijab dan kabul
harus dalam suatu majelis akad. Kalau berbeda majelis ijab dan kabul, maka
ijab dan kabul terebut tidak sah, Lafadz ijab dan kabul harus sesuai.
Misalnya saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar seckian,
kemudian kabulnya, saya terima nikahnya dengan mahar sekian (tidak sesuai
dengan jumlah mahar yang disebutkan dalam ijab), maka ijab kabul tidak
sah, Yang mengijab tidak menarik ijabnya sebelum terjadi kabul, karena jika
ijab ditarik sebelum kabul, maka hukumnya tidak sah. Namun jika
penarikannya setelah kabul, maka hal itu tidak membatalkan shighat, Tidak
boleh menggantungkan ijab dengan suatu keadaan (fak/ik) lain halnya

dengan taklik talak. Misalnya saya nikahkan si fulan kepadamu kalau sudah

% Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu’in bil Syarhi Qurratil ‘Ain (Surabaya: Nurul Huda,
2000), 97.
2! Dahlan Idhamy, Azas-azas Figh Munakahat Hukum Keluarga Islam ( Surabaya: al-Ikhlas, 2005),

38.
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lulus sarjana, dan sebagainya. Demikian itu karena nikah adalah sesuatu
yang qath’i.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Syarat dan rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
diatur dalam bab keempat tentang rukun dan syarat perkawinan. Rukun
perkawinan yang diatur dalam KHI terdapat dalam Pasal 14. Rukun
perkawinan yang disebutkan dalam pasal tersebut terdiri dari lima hal, yaitu:
Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan kabul®

Syarat perkawinan merupakan syarat bagi rukun perkawinan.
Adapun Syarat-Syarat Calon Suami Isteri Syarat-syarat calon suami isteri
diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 18, yaitu
bahwa: Calon suami minimal berusia 19 tahun dan isteri minimal berusia 16
tahun. Apabila berumur kurang dari 21 tahun, maka harus mendapat izin
dari Pengadilan, Harus ada persetujuan calon mempelai, Tidak terdapat
halangan nikah
a. Syarat-syarat Wali

Syarat-syarat wali diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KHI, yaitu
bahwa wali nikah ialah seorang laki-laki muslim, aqil, dan baligh. Wali
terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat

kelompok dalam urutan kedudukan, yaitu: Kelompok kerabat laki-laki

3 Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2007), 178
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garis lurus ke atas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya,
Kelompok kerabat saudara, yakni saudara laki-laki kandung atau saudara
laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka, Kelompok kerabat
paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan
keturunan laki-laki merek, Kelompok saudara laki-laki kandung kakek,
saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa
apabila wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai
wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna
rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali
nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Sedangkan wali hakim
dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau
tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya
atau ghaib atau adlal atau enggan.

. Syarat-syarat Saksi

Syarat-syarat saksi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25
yaitu bahwa perkawinan harus dihadiri dua orang saksi laki-laki muslim,
adil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli.

. Syarat-syarat ijab kabul, diatur dalam Pasal 27, yaitu bahwa ijab dan
kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun dan

tidak berselang waktu.
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3. Menurut Undang-undang Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi
rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari
perkawinan itu sendiri, jika tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak
mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan
adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk
hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak
dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya.

2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pernyataan seperti tersebut diatas juga dijelaskan kembali pada
bagian penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yaitu “dengan
perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang
Dasar 1945”. Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau
tidaknya perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan
kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan

melaksanakan perkawinan terebut.
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Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, scbab
suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang
ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam
dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan
terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Untuk
melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21
(duapuluh satu) tahun mendapat izin kedua orang tua, Dalam hal salah
seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal
ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang yang
mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh
dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan
darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan
dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan
pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal
ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan
pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang

yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat
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memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut

dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai

dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan
lain.

Sedangkan dalam Pasal 7 disebutkan:

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun.

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua atau pihak pria maupun pihak wanita.

3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang
tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku
juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan
tidak mengurangi yang dimaksud dalamPasal 6 ayat (6).

C. Tujuan Perkawinan
Secara umum tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh kebahagian
dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagian dan kesejahteraan dunia
dan akhirat. Sedangkan secara rinci tujuan perkawinan dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Melaksanakan libido seksual

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai

insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Melalui
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perkawinan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya

kepada seorang perempuan dengan sah, dan begitu pula sebaliknya.”

. Memperoleh keturunan

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh anak guna
mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak kosong dari jenis
manusia. Syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit

dan pendorong dalam pencapaian tujuan ini.>’

. Memperoleh keturunan yang shalih

Mendapatkan keturunan yang shalih/shalihah adalah dambaan setiap
orang tua. Anak-anak yang shalih/shalihah akan selalu berbakti kepada

kedua orang tua dan senantiasa mendoakannya.’!

. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW

Menikah adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Allah dan
Rasul-Nya tidak menyukai orang yang tabattul (hidup sebagai jejaka dan

perawan selamanya).*?

5. Menjalankan perintah Allah SWT*?

® Ibid.

% Dedi Junaidi, Bimbingn Perkawinan Membina Kelusrga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-
Sunnah(Jakarta: Aademika Pressindo, 2000), 22
3! Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat 1 ( Cet 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 14.

2 mid, 16.

3 Departemen Agama R, Al-Qur‘an Al- Karim dan Terjemahnya, (Semarang, Toha Putra, 2003),
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Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menikah jika telah
mampu melaksanakannya, baik spiritual maupun material, baik jasmani

maupun rohani. Dalam surat An-Nisaa ayat 1 Allah SWT berfirman:

P s (- 2 ;Qg

L‘.AO]}-JOJ’JMUA)SAJ’ 6..\" ri:) }n.:
g riid . -G 6‘ P “, s,
ca O (ol 4T 1,355 ’L»; S Wv Wi & =)
Aoe, . .G v 2%
(35 150k O WY peY

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan  isterinya; dan dari pada keduvanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

sz]atmrgezm Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi
k am ”.

Di dalam Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dicantumkan azas-azas atau prinsip-prinsip perkawinan,
diantaranya ialah bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan

3% Departemen Agama RI, A/-Qur’an al Karim dan Terjemahannys, (Semarang: Toha Putra, 2005),
155
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mencapai kesejahteraan spiritual dan material.** Begitu pula yang tercantum
dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rohmah”.*

D. Akibat Hukum Perkawinan

1.

Menurut Figih

Pisahnya suami atau isteri akibat fasakh berbeda dengan yang
diakibatkan oleh talak. Sebab talak adalah talak ba’in dan talak raj’i. Talak
raj’i tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika. Sedangkan talak
ba’in mengakhirinya seketika itu juga.

Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan karena
adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan
pemnikahan seketika itu. Mengenai masa pelaksanaan fasakh, terdapat
perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Imam Syafi’l berkata: Harus menunggu selama tiga hari, sedangkan
Imam Maliki mengatakan: Harus menunggu selama satu bulan. Dan Imam
Hambali mengatakan: Harus menunggu selama satu tahun”.

Putusnya hubungan perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi
karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau adanya sesuatu yang

terjadi kemudian yang mencegah kelangsungn hubungan perkawinan. Bentuk

% Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentng Perkawinan

3 Tbid.
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kesalahan yang terjadi waktu akad adalah Ketahuan kemudian bahwa suami
isteri itu ternyata punya hubungan nasab atau sepersusuan, waktu
dikawinkan masih kecil dan tidak punya hak pilih, tetapi setelah besar dia
menyatakan pilihan untuk membatalkan perkawinan, waktu akad nikah
berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari dari
segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan.

Bentuk kesalahan terjadi setelah berlangsung akad perkawinan
adalah: Salah seorang murtad dan tidak mau diajak kembali kepada Islam,
Salah seorang mengalami cacat fisik yang tidak memungkinkan melakukan
hubunéan suami isteri, Suami teputus sumber nafkahnya dari si isteri dan si
isteri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi si suami.

. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tampaknya mengikuti alur yang
digunakan oleh Undang-undang Perkawinan, walaupun pasal-pasal yang
digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan lebih rinci. KHI
memuat masalah Putusnya Perkawinan pada Bab Keenambelas, pasal 113
dinyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas
putusan Pengadilan.

Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau
menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, salah satu pihak meninggalkan pihak

lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas
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an yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, salah satu pihak

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak

lain,suami melanggar taklik talak.
3. Menurut Undang-undang Perkawinan

Sebagaimana yang disebut dalamPasal 1 UU NO.1/1974 dijelaskan
bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun dalam realitanya sering kali
perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya
perkawinan baik karena sebab kemtian, perceraian ataupun karena putusan
pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-
undang,’

Dengan adanya keputusan yang berkekuatan tetap perkawinan kembali
kepada keadaan sebelum perkawinan itu ada. Pembatalan perkawinan tidak
mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, Hal ini adalah pantas
berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang lahir dalam
perkawinan yang dibatalkan tersebut.

b. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembtalan perkawinantidak
mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-

ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang

% Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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dibuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinanadlah ikatan-
ikatan dan peretujuan yang sah

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu

kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya

pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut:

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat

berlangsungnya perkawinan.

a. Terhadap Anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum
terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2),
sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak
yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang
bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila
pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang
lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan
b sepanjang mercka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum

keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
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Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat
(2) sebagai berikut’®:

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut”.

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah
dibatalkan tidak berlaku surut, schingga dengan demikian anak-anak ini
dianggap sah, meskipun salah scorang tuanya beritikad atau keduanya
beritikad buruk.

Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah
seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang
dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan.

Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk,
maka anank-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada
perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil
kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang
dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut
masih anak sah.

Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang

tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak

% Wibowo Reksopradoto, Hukum Perkawinan Nasional Jilid IT Tentang Batal dan Putusnya
Perkawinan, Itikad Baik, (Semarang, 1978), 25-28
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seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat
tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya,
dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak-
anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai
anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

b. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali
terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas
adanya perkawinan lain yang lebih dahulu

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum
perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah
yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal
yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam
perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta
orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan
cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang
lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.

Di lihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan

pada tiga golongan®’;

¥ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta; UI tt,),.83-84
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1) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum
mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka
sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.

2) Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka
berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari
usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi
merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

3) Harta yang diperoleh sesudah mercka berada dalam hubungan
perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang
mereka atau disebut harta pencarian.

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam
masyarakat, harta itu akan berupa:

1) Harta milik bersama

2) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga

3) Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang
bersangkutan

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta
bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang
suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang
diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau

warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.
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Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta
kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu.
Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan
yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanya perkawinan
atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mercka
bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-
sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha
salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari
pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-
masing.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa
pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta.

Isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri Harta
isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga
harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah
penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain

dalam perjanjian perkawinan.
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AN ATiTSY

Suami dan isteri mempunyai K penuhnya untuk
melakukanperbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah,
hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta
bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan
pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik
harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus
menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus
ditanggung.

Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik
tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila
ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang
beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan

pihakyang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

. Terhadap Pihak Ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum
keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan
perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi

segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri



sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus
dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang
beritikad baik tidak dirugikan.

Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan
perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya
Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status
kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara bapaknya, dan bagi
warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum
orangtuanya.

Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan
bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku
surut terhadap:

1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri
murtad

2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan
beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan
mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

Dan, pada Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan
tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang

tuanya.
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Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum
Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan
perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat
pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti
yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak
berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti

yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.



